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KATA PENGANTAR 

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten 

Soppeng Tahun 2017 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun 

terkhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

Mengamati peleksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan 

kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan 

Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2017 

disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan 

program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. 

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi 

Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun lalu, Tujuan, Sasaran,Program dan 

Kegiatan serta Penutup. 

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang memuat kebjakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan 

sebagai acauan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017 dan untuk mereview hasil evaluasi 

pelaksanaan Rencana Kerja perubahan tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. 

Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi 

institusi baik pemerintah maupun mitra kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 
Rencana Pembangunan Tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disebut  Rencana Kerja Satuan Kerja Perangat Daerah (Renja-SKPD), adalah 

dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai arti yang startegis dalam mendukung 

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari  

visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam 

Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam 

KUA dan PPS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017.  

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan 

program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang 

tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Wujud dari Kinerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah pada tahun 2017 ini merupakan tahun terakhir  

4. pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan 

Strategis (Renstra) 

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung 

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal 

tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen renja SKPD harus mengikuti tata cara 

dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:  



 
 

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan 

mengacu RKPD tahun berkenaan 

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana 

tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan 

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan 

kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum 

Musrembang 

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil 

(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan 

yang menunjukkan prakiraan maju. 

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan sasaran dan Kebijakan 

Strategis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabuapten Soppeng menyusun 

Rencana Kerja tahun 2017. Penyusunan Renja SKPD tahun 2017 merupakan penjabaran 

tahun ke-3 dari RPJMD 2016-2021. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan 

PPS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran 

SKPD. 

 
1.2.  Landasan Hukum 

 
Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Soppeng dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483); 



 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 20017 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 

Negara/Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah; 

 



 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 tahun 2017 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2018; 

15. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Muasyawarah Perencanaan 

Pembangunan Daerah; 

 
1.3.  Maksud dan Tujuan  

 
Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai panduan dalam 

mengevaluasi pelaksanaan prpgram / kegiatan tahun 2017, dan perencanaan program / 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng tahun 2017.  

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Keja SKPD adalah untuk memasukkan 

program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum 

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2017. 

 
1.4. Sistematika Penulisan 

 
Sistematika Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng 

2018, yaitu : 

a. BAB I PENDAHULUAN 

b. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017 

c. BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

d. BAB IV PENUTUP 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2017 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strtategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun s/d Tahun 2017 (tahun berjalan) 

adalah sebagaimana tersebut dalam hal tebel dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Penjelasan : 

 Pada tahun 2016 terdapat 9 (sembilan ) program kegiatan yaitu : 1) Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran, 2) Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3) 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 4) Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 6) Program Peningkatan Keamanan dan 

Kenyamanan Lingkungan, 7) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan 

Tindak Kriminal, 8) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, 9) Program 

Pendidikan Politik Masyarakat 

 Pada tahun 2017 terdapat 6 ( enam ) program kegiatan yaitu : 1) Program Pelayanan 

Perkantoran, 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3) Program 

Peningkatan Profesionalisme Aparatur, 4) Program Peningkatan Pengembangan 

Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 5) Program Pengembangan 

Wawasan Kebangsaan, 6) Program Pendidikan Politik Masyarakat. 

 Program Pelayanan Perkantoran, dilaksanakan dengan 8  kegiatan dengan Total 

Anggaran Rp. 495.671.575,- dengan realisasi Rp. 140.258.099,- atau 98.79 %. 

Pada  rincian kegiatan sebagai berikut : 

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, hasil yang dicapai 

terlaksananya pembayaran jasa telekomunikasi dan listrik selama 12 bulan, 

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 21.000,000,- realisasi Rp. 7.167.537,- 

atau 34,13%. 

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, 

hasil yang dicapai terlaksananya perpanjangan STNK terdiri dari 5 unit, 

dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.410.000,-  realisasi Rp 153.700,- atau 

10,90% 

3. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor, hasil yang dicapai terbayarnya 

honorarium petugas kebersihan kantor yang berjumlah 2 orang, dengan 

jumlah anggaran sebesar Rp 15.600.000,- realisasi Rp 6.500.000,- atau 

41,67%  

 



 
 

4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, hasil 

yang dicapai tersedianya peralatan instalasi listrik yang terdiri dari 3 jenis 

komponen, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.000.000,- realisasi Rp 

1.000.000,- atau 100% 

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, hasil yang 

dicapai tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

sejumlah 16 exp dengan jumlah anggaran sebesar Rp 5.000.000,- realisasi 

Rp 3.680.000,- atau 73.60% 

6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, hasil yang dicapai tersedianya gas untuk 

kebutuhan pegawai sehari-hari selama 7 kali, dengan jumlah anggaran 

sebesar Rp 1.320.000,- realisasi Rp 165.000,- atau 12,50% 

7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, hasil yang 

dicapai terselenggaranya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar 

daerahsebanyak 248 kali, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 123.032.000,- 

realisasi Rp 43.472.700 atau 45,72%  

8. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, hasil yang dicapai 

tersedianya perlengkapan kebutuhan administrasi kantor terdiri dari 8 jenis, 

dengan jumlah anggaran sebesar Rp 327.309.575 realisai Rp 83.529.125,- 

atau 39,58% 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan dengan 3 

kegiatan dengan total anggaran Rp. 88.396.000,- dengan realisasi Rp. 

11.876.000,- atau 6,00 % 

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, hasil yang dicapai tersedianya 

peralatan pengadministrasian perkantoran sebanyak 8 unit, dengan jumlah 

anggaran sebesar Rp 40.596.000,- realisasi Rp Rp 40.596.000,- atau 100% 

2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, hasil yang 

dicapai perawatan kendaraan dinasyang terdiri dari pergantian suku cadang 

dan bahan bakar minyak/pelumas terdiri dari 8 unit, dengan jumlah anggaran 

sebesar Rp 43.000.000,- realisasi Rp 16.354..000,- atau 38,03% 

 



 
 

3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, hasil yang 

dicapai terpeliharanya perlengkapan gedung kantor yang terdiri dari 3 unit, 

dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.800.000,- realisasi Rp 1.350.000,- 

atau 28,13% 

  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dilaksanakan dengan 1 

kegiatan dengan total anggaran Rp. 56.000.000,- dengan realisasi Rp. 6.170.000,- 

atau 11 %. 

1. Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan, hasil yang dicapai 

terlaksananya bintek terhadap 10 orang pegawai pada Badan Kesbangpol, 

dengan jumlah anggaran sebesar Rp 56.000.000,- realisasi Rp 20.990.000,- 

atau 37,48% 

 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan, dilaksanakan dengan 3 kegiatan dengan total anggaran Rp. 

13.227.000,- dengan realisasi Rp. 3.877.500,- atau 95,80 % 

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD, 

hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen perencanaan dan laporan  

keuangan sebanyak 7 dokumen, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 

3.537.500,- realisasi Rp 1.787.500,- atau 50,53% 

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, hasil yang dicapai tercapainya 

penyusunan laporan keuangan semesteran yang terdiri dari 2 dokumen, 

dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.600.000,- realisai Rp 0 atau 0 

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, hasil yang dicapai tercapainya 

penyusunan laporan keuangan yang akuntabel yang terdiri dari 13 dokumen, 

dengan jumlah anggaran sebesar Rp 8.090.000,- realisasi Rp 2.090.000,- atau 

25,83 

 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dilaksanakan dengan 6  

kegiatan dengan total anggaran Rp. 795.280.000,- dan realisasi Rp. 251.895.000,- 

atau 100 %. 

 

 



 
 

1. Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarkat (FKDM) hasil yang ingin 

dicapai terlaksananya pertemuan FKDM dan sosialisasi pengendalian dan 

kenyamanan lingkungan terdiri dari 4 kali kegiatan, dengan jumlah anggaran 

sebesar Rp 90.628.000,- realisasi Rp 45.314.000,- atau 50,00 

2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa 

hasil yang ingin dicapai terlaksananya sosialisasi yang terdiri dari 150 orang, 

dengan jumlah anggaran sebesar Rp 14.480.000,- realisasi Rp 0 atau 0 

3. Fasilitas Penguatan Jaringan Intelien Daerah (KOMINDA) hasil yang ingin 

dicapai terlaksananya pertemuan KOMINDA terdiri dari 12 kali kegiatan, 

dengan jumlah anggaran sebesar Rp 422.732.000,- realisasi Rp 193.386.000,- 

atau 45,75% 

4. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat (FPK) 

hasil yang ingin dicapai terlaksananya pertemuan FPK terdiri dari 4 kali 

kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 24.800.000,- realisai Rp 

6.000.000,- atau 24,19% 

5. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam 

upaya peningkatan wawasan kebangsaan hasil yang ingin dicapai tercapainya 

kondisi yang aman dan tentram antar umat beragama terdiri dari 4 kali 

kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 26.780.000,- realisasi Rp 

7.195.000,- atau 25,00 % 

6. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan hasil yang ingin 

dicapai terlaksananya kegiatan seminar, talkshaw dan diskusi terdiri dari 2 kali 

kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 213.860.000,- realisasi Rp 0 

atau 0  

 Program Pendidikan Politik Masyarakat dilaksanakan dengan 3 kegiatan 

dengan Total Anggaran Rp. 81.024.925,- dengan realisasi Rp. 27.225.000,- 

atau 100 %. 

1. Penyuluhan kepada masyarakat, hasil yang dicapai terlaksananya fasilitasi 

pendidikan politik.  



 
 

Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi pendidikan politik terhadap 200 

orang peserta, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 17.150.000,- realisasi Rp 

0 atau 0 

2. Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik, hasil yang dicapai terlaksananya 

verifikasi bantuan keuangan parpol. Bantuan keuangan parpol ini 

diperuntukkan bagi parpol yang duduk di DPRD yaitu sejumlah 10 parpol serta 

1 kali sosialisasi parpol, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 53.549.925,- 

realisasi Rp 16.900.000,- atau 30,00% 

3. Pembinaan Ormas/LSM dalam bidang Kesbangpol, hasil yang dicapai Jumlah 

pembinaan Ormas/LSM. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode 

pemantauan dan sosialisasi terhadap 100 orang peserta, dengan jumlah 

anggaran sebesar Rp 10.325.000,- realisasi Rp 10.325.000,- atau 100% 

2.2. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD  

Dalam menghadapi era yang lebih modern, maka terdapat sejumlah isu strategis 

yang diyakini akan berpengaruh terhadap perjalanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Soppeng, diantaranya :  

1. Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) 

Aliran kepercayaan masyarakat harus tetap menjadi perhatian khusus oleh aparat 

Kesbangpol. Pembimbingan melalui komunikasi, dialog dan konsutasi serta 

melakukan penyuluhan ke desa-desa selain itu mengadakan ceramah-ceramah, 

melakukan pendekatan Keagamaan / Kepercayaan, kerjasama dan koordinasi dengan 

instansi terkait / Pejabat Pemerintah yang bertujuan mengantisipasi betambahnya 

jumlah aliran kepercayaan di masyarakat. Dimana, aliran kepercayaan masyarakat 

tersebut dapat memicu timbulnya keresahan di kalangan masyarakat dan timbulnya 

konflik antar masyarakat.  

2. Keberadaan Forum Ummat Islam yang tidak terorganisir / tidak terstruktur.  

Keberadaan Forum Ummat Islam yang tidak terorganisir / tidak terstruktur dianggap 

sebagai salah satu isu strategis bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.  

 

 



 
 

Karena hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan gejola/konflik sosial ditengah 

masyarakat. Oleh karna itu, dihimbau untuk meresmikan / membentuk dan 

mendaftarkan organisasinya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku.  

3. Pendidikan Bela Negara kepada Ormas, Organisasi Pemuda, LSM. 

Pendidikan Bela Negara kepada Ormas, Organisasi Pemuda dan LSM merupakan isu 

strategis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Karena dengan adanya pendidkan 

Bela Negara tersebut dapat membangkitkan semangat juang dan pembentukan 

karakter Bangsa serta pembentukan / membangun nlai-nilai luhur setiap insan 

berdasarkan Pancasila.  

 
2.3. Review Terhadap Rancangan awal RKPD 

Review terhadap Rancangan awal RKPD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 

tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng tahun 

2018 bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersusun 6 (enam) Progarm yang 

terjabar dalam 24 Kegiatan, seperti dibawah ini : 

1) Program Pelayanan Perkantoran terdiri dari 8 kegiatan, yaitu  

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

b. Penyediaan jasa pemeliharaan, dan perizinan kendaraan dinas / operasional 

c. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 

d. Penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

f. Penyediaan bahan logistik kantor 

g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan 

lainnya 

h. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 3 kegiatan, 

yaitu 

a. Pengadaan peralatan gedung kantor 

 

 



 
 

b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 

3) Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, yaitu 

a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan  

Keuangan terdiri dari 3 kegiatan, yaitu 

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

b. Penyusunan laporan keuangan semesteran 

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

5) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan terdiri dari 6 kegiatan, yaitu 

a. Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 

b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 

c. Fasilitas Penguatan Jaringan Intelijen Daerah (KOMINDA) 

d. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosil di Kalangan Masyarakat 

e. Fasilitas Pencapaian Haloqah dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam 

Upaya Peningkatan Wasbang 

f. Seminar, Talk show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan 

6)  Program Pendidikan Politik Masyarakat terdiri dari 3 kegiatan, yaitu 

a. Penyuluhan kepada masyarakat 

b. Koordinasi forum-forum diskusi politik 

c. Pembinaan Ormas/LSM dalam Bidang Kesbangpol 

 
2.4. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  

a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan  

pemangku kepentingan tersebut diperoleh 

Program kegiatan yang masuk didalam Renja merupakan kumpulan program 

yang tidak bisa dilaksanakan oleh SKPD tehnis, dilaksanakan oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.  

 



 
 

Dalam penyelenggaraan Pemerintah ini dimana kegiatan-kegiatan yang tidak ada 

melekat pada tugas fungsi SKPD, maka kegiatan tersebut dijalankan oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.  

b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD 

Berdasarkan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negeri yang mana di 

dalamnya membahas tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik dimana hal tersebut berkaitan dengan isu – isu 

penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN 

 
3.1.  Telaahan terhadap Kebijakan Nasonal 

Tabel 4 

Identifikasi Kebijakan Nasional 

Kabupaten Soppeng 

 

Nama SKPD :Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

 

No Kebijakan Nasional Sumber Keterangan 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng belum melaksanakan telaahan 

Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah – RKPD (rancangan 

awal) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang 

direncanakan. 

3.2. Tujuan Dan Sasaran 

Tujuan  

Sesuai Perencanaan Strategis 2016-2021 telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Soppeng yaitu : 

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima)tahun 

yang akan datang 

2. Sebagai alat untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 

2016-2021 

Sasaran  

Sasaran yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten 

Soppeng yatu : 

 

  



 
 

1. Adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima)tahun 

yang akan datang 

2. Terpenuhinya alat untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Soppeng 

Tahun 2016-2021 

3.3. Program dan Kegiatan  

Berdasarkan Rencana Kerja tahunan tahun 2017 untuk mewujudkan sasaran 

pembangunan bidang pemerintahan umum tahun 2017, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Soppeng merencanakan program dan kegiatan tahun 2017. Program kegiatan 

dimaksud terdiri 6 program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2017 dan Prakiraan Maju 

tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng adalah sesuai tabel 

berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Soppeng 

 

Drs. ARAFAH, Sm. Hk, M. Si 
Pangkat :Pembina UtamaMuda 
Nip : 19611213 198201 1 007 

BAB IV 

PENUTUP 

 
Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng Tahun 

2017 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Soppeng 2016-2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten 

Soppeng serta target dan sasaran pemabangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerinyah Kabupaten Soppeng Tahun 2017. 

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng sebagai bahan 

dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari 

anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja 

tahun lalu  

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017, maka 

penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi 

instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan 

dengan suasana SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng maupun dengan SKPD yang 

membidangi fungsi lain.  

 Watansoppeng,28 September 2017 

 

 

 

 

 

  



K Rp K Rp K Rp (Renja) Rp (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

4.04.14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1

4.04.4.04.14.01
Program Pelayanan 

Perkantoran

% penyelesaian kegiatan tepat 

waktu
persen 100% 3.489.503.575    98,79% 392.478.075      96% 520.771.575,00       495.671.575       64.543.213        -                    -                 -                   64.543.213          -          13,02               98,79% 457.021.288        98,79              13,10                   

4.04.4.04.14.01.01 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Terwujudnya jaringan komunikasi 

dan Jaringan Network untuk 

kelancaran tugas-tugas 

kedinasan secara optimal
Bulan        12         152.190.000          12         20.579.400 12 21.000.000              21.000.000               3           2.644.963        -                          -          -                      -        -                        -               3             2.644.963         0,25 12,60                         15           23.224.363              300,00 15,26                   

 Badan 

Kesatuan 

Bangsa 

dan Politik 

4.04.4.04.14.01.03 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Terwujudnya kelancaran tugas-

tugas kedinasan

Unit 8           10.674.000 6           1.850.000 8                 1.410.000             1.410.000        -                          -        -                          -          -                      -        -                        -                -                            -               - -                   6           1.850.000                           75,00 17,33                   

4.04.4.04.14.01.05 Penyediaan Layanan 

Kebersihan Kantor

Tercapainya kebersihan kantor

Orang 2         113.045.000 2 15.600.000        2               15.600.000           15.600.000 2                2.600.000        -                          -          -                      -        -                        -               2             2.600.000     100,00 16,67               4                     18.200.000 200,00            16,10                   

4.04.4.04.14.01.06 Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Tercapainya penerangan gedung 

kantor untuk mendukung 

kelancaran tugas perkantoran 

Jenis 3             7.241.000 2           1.000.000 2                 1.000.000             1.000.000        -                          -        -                          -          -                      -        -                        -                -                            -               - -                   2             1.000.000 66,67              13,81                   

4.04.4.04.14.01.08 Penyediaan bahan 

bacaan dan peraturan 

perundang-undangan

Tercapainya pemenuhan 

kebutuhan informasi melalui 

media cetak
Exp 16           36.179.000 14           5.000.000 14                 5.000.000             5.000.000        -                          -        -                          -          -                      -        -                        -                -                            -               - -                   14             5.000.000 87,50              13,82                   

4.04.4.04.14.01.09 Penyediaan bahan 

logistik kantor

Tersedianya gas untuk 

kebutuhan sehari-hari pegawai
Kali 7             9.591.000 7           1.200.000 7                 1.320.000             1.320.000       1              165.000        -                          -          -                      -        -                        -               1                165.000       14,29 12,50               8             1.365.000 50,00              14,23                   

4.04.4.04.14.01.10 Rapat-rapat kordinasi 

dan konsultasi dalam 

dan luar daerah

Tercapainya rapat-rapat 

koordinasi dan konsultasi keluar 

dan dalam daerah Kali 248         907.224.000 240       141.419.800 170             146.032.000         123.032.000   105         12.775.000        -                          -          -                      -        -                        -           105           12.775.000       61,76 10,38               345               154.194.800 139,11            17,00                   

4.04.4.04.14.01.11 Peningkatan pelayanan 

administrasi perkantoran

Tercapainya pelayanan 

administrasi perkantoran

Jenis 8      2.253.359.575 8       205.828.875 8 329.409.575,00         327.309.575       5         46.358.250        -                          -          -                      -        -                        -               5           46.358.250       62,50                 14,16 13         252.187.125 162,50            11,19                   

      29,85                   8,29 

SR SR

2 4.04.4.04.14.02

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur

% pemenuhan kebutuhan 

sarana prasarana perkantoran
persen 100% 1.029.726.000    99,60% 58.350.000        100% 97.596.000,00         88.396.000         46.424.000        -                    -                 -                                  - 46.424.000                        -                 52,52 6,00      104.774.000        600,00            10,17                   

4.04.4.04.14.02.09 Pengadaan Peralatan 

Gedung Kantor

Meningkatnya kinerja pegawai
Unit 8 312.296.000       6 10.207.000        2 40.596.000,00 40.596.000         5              40.596.000        -                          -          -                      -        -                        -               5           40.596.000     250,00               100,00 11                   10.207.100 1.100                                   3,27 

13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%
16

JUMLAH CAPAIAN KINERJA

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)

17
7 8 9 10 11 12=8+9+10+116

1 2 3 4
5

Ket.

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja dan 

Realisasi Anggaran Realisasi 

Anggaran Renstra Tahun 2017 (%)

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA

RENJA BADAN KESBANG DAN POLITIK KAB. SOPPENG

PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2018

No Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(outcome)/Kegiatan (output)

Satuan 

Indikator 

Kinerja 

Prog. 

(Outcome) 

Kegiatan

Target Renstra SKPD pada 

Tahun 2021 (Akhir Periode 

Renstra )

Realisasi Capaian Kinerja 

Renstra SKPD s.d Renja 

SKPD Tahun 2016

Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2017

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran Renja Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja 

dan Realisasi Anggaran 

Renja Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra s/d Tahun 

2017 (Akhir Tahapan 

Pelaksanaan Renja)

Unit SKPD 

Penanggun

g Jawab



K Rp K Rp K Rp (Renja) Rp (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%
16 17

7 8 9 10 11 12=8+9+10+116
1 2 3 4

5

Ket.

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja dan 

Realisasi Anggaran Realisasi 

Anggaran Renstra Tahun 2017 (%)

No Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(outcome)/Kegiatan (output)

Satuan 

Indikator 

Kinerja 

Prog. 

(Outcome) 

Kegiatan

Target Renstra SKPD pada 

Tahun 2021 (Akhir Periode 

Renstra )

Realisasi Capaian Kinerja 

Renstra SKPD s.d Renja 

SKPD Tahun 2016

Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2017

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran Renja Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja 

dan Realisasi Anggaran 

Renja Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra s/d Tahun 

2017 (Akhir Tahapan 

Pelaksanaan Renja)

Unit SKPD 

Penanggun

g Jawab

4.04.4.04.14.02.15 Pemeliharaan 

rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional

Terwujudnya peningkatan sarana 

dan prasarana
Unit 8         419.050.000 6         47.243.000 8               50.000.000           43.000.000 1                5.828.000        -                          -          -                      -        -                        -               1             5.828.000       12,50                 13,55 7                     53.071.000 87,50                                 12,66 

4.04.4.04.14.02.17 Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan gedung 

kantor

Tercapainya perawatan sarana 

dan prasarana kantor

Unit 3           54.880.000 3              900.000 3                 7.000.000             4.800.000        -                          -        -                          -          -                      -        -                        -                -                            -               -                        - 3                900.000 100                      1,64 

      87,50                 22,10 

T SR

3 4.04.4.04,14.03 Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur % PNS berkinerja baik persen 100% 539.020.000       100% 53.668.000        100%               66.000.000           56.000.000         14.820.000      -                          -          -                      -        -                        -                  -      14.820.000,00               -                 26,46 100%      68.488.000,00              100,00                    12,71 

4.04.4.04,14.03.09 Bimbingan teknis 

implementasi peraturan 

perundang-undangan

Tercapainya program 

peningkatan SDM bagi aparatur 

pemerintah
Orang 10         539.020.000 5 53.668.000        5 66.000.000              56.000.000         3              14.820.000 -       -                        -         -                     -       -                                     3           14.820.000       60,00                 26,46 8           68.488.000 80,00                                 12,71 

      60,00                 26,46 

R SR

4 4.04.4.04.14.04

Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan

% Penyusunan sistem 

pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan tepat waktu

persen 100%         208.919.500 95,80%       103.875.875 100%               13.227.500           13.227.500                          -                        -                      -                        -                              -               -                        - 95,80%         103.875.875                95,80                    49,72 

4.04.4.04.14.04.01 Penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD

Tercapainya pembuatan 

rancangan anggaran kinerja serta 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dok. 7 56.623.500         6 40.624.875        6                 3.537.500             3.537.500        -                          -        -                          -          -                      -        -                        -                -                            -               -                        - 6           40.624.875                85,71                         72 

4.04.4.04.14.04.02 Penyusunan 

Pelaporan keuangan 

Semesteran

Tercapainya Penyususnan 

Laporan Keuangan semesteran

Dok. 2 34.852.000         2 8.900.000          2                 1.600.000             1.600.000        -                          -        -                          -          -                      -        -                        -                -                            -               -                        -             2             8.900.000 100                    25,54 

4.04.4.04.14.04.04 Penyusunan Pelaporan 

Keuangan Akhir Tahun

Tercapainya Penyususnan 

Laporan Keuangan Yang 

Akuntabel Dok. 13 117.444.000       13 54.351.000        13                 8.090.000             8.090.000        -                          -        -                          -          -                      -        -                        -                -                            -               -                        -           13           54.351.000 100                    46,28 

        -   

SR SR

5 4.04.4.04.14.24 Program 

Pengembangan 

Wawasan Kebangsaan

Adanya hasil pengkajian dan 

pengambilan keputusan terkait 

perkembangan situasi dan 

kondisi ideologi politik dan 

sosial
persen 65%      6.923.614.000 100%         25.799.900             795.280.000         795.280.000        -                          -      -                          -          -                      -        -                        -                  -                          -                          - 100%      25.799.900,00              153,85                      0,37 

4.04.4.04.14.24.01 Pembinaan Forum 

Kewaspadaan Dini 

Masyarkat (FKDM)

Terlaksananya pertemuan FKDM 

dan sosialisasi pengendalian dan 

kenyamanan lingkungan Kali 4 646.610.000       4 77.169.900        4 90.628.000              90.628.000         -       -                        -       -                        -         -                     -       -                                      - -                                     -                        - 4 77.169.900                       100,00                    11,93 

JUMLAH CAPAIAN KINERJA

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)

JUMLAH CAPAIAN KINERJA
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JUMLAH CAPAIAN KINERJA



K Rp K Rp K Rp (Renja) Rp (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
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Tingkat Capaian Kinerja dan 

Realisasi Anggaran Realisasi 

Anggaran Renstra Tahun 2017 (%)

No Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(outcome)/Kegiatan (output)

Satuan 

Indikator 

Kinerja 

Prog. 

(Outcome) 

Kegiatan

Target Renstra SKPD pada 

Tahun 2021 (Akhir Periode 

Renstra )

Realisasi Capaian Kinerja 

Renstra SKPD s.d Renja 

SKPD Tahun 2016

Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2017

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran Renja Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja 

dan Realisasi Anggaran 

Renja Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra s/d Tahun 

2017 (Akhir Tahapan 

Pelaksanaan Renja)

Unit SKPD 

Penanggun

g Jawab

4.04.4.04.14.24.02 Peningkatan Kesadaran 

Masyarakat Akan Nilai-

Nilai Luhur Budaya 

Bangsa

Terlaksananya sosialisasi

Orang 150 125.168.000       -           -                         110 14.480.000              14.480.000         -       -                        -       -                        -         -                     -       -                                      - -                                     -                        - -        -                                                -                            -   

4.04.4.04.14.24.03 Fasilitas Penguatan 

Jaringan Intelien Daerah 

(KOMINDA)

Terlaksananya pertemuan 

KOMINDA

Kali 12 2.836.128.000    12 349.798.750      12 422.732.000            422.732.000       -       -                        -       -                        -         -                     -       -                                      - -                                     -                        - 12 349.798.750                     100,00                    12,33 

4.04.4.04.14.24.04 Peningkatan Rasa 

Solidaritas dan Ikatan 

Sosial di Kalangan 

Masyarakat

Terlaksananya pertemuan FPK

Kali 4 181.831.000       4 25.799.900        4 24.800.000              24.800.000         -       -                        -       -                        -         -                     -       -                                      - -                                     -                        - 4 25.799.900                       100,00                    14,19 

4.04.4.04.14.24.05 Fasilitasi pencapaian 

halaqoh dan berbagai 

forum keagamaan 

lainnya dalam upaya 

peningkatan wawasan 

kebangsaan

Tercapainya kondisi yang aman 

dan tentram antar umat 

beragama

Kali 4 209.540.000       4 28.349.900        4 28.780.000              28.780.000         -       -                        -       -                        -         -                     -       -                                      - -                                     -                        - 4 28.349.900                       100,00                    13,53 

4.04.4.04.14.24.06 Seminar, talk show, 

diskusi peningkatan 

wawasan kebangsaan

Terlaksananya kegiatan seminar, 

talkshaw dan diskusi

Kali 2 1.371.337.000    2 36.544.900        2 213.860.000            213.860.000              -                          -        -                          -          -                      -        -                        -                -                          -                 -                        - 2 36.544.900                       100,00                      2,66 

              - 

SR SR

6 4.04.4.04.14.25
Program Pendidikan 

Politik Masyarakat

Jumlah/Cakupan Organisasi 

masyarakat dan Tokoh 

masyarakat yang  mendapatkan 

pendidikan politik

persen 83%         632.180.925 100%       103.011.550 79%               81.024.925           81.024.925      -                          -        -                          -          -                      -        -                        -                  -                          -                 -                        - 100% 103.011.550                     120,48                    16,29 

4.04.4.04.14.25.01 Penyuluhan kepada 

masyarakat

Terlaksananya sosialisasi 

pendidkan politik di masyarakat
Orang 200 143.651.000       200 36.589.900        200 17.150.000              17.150.000                -                          -        -                          -          -                      -        -                        -                -                          -                 -                        - 200 36.589.900                       100,00 -                       

4.04.4.04.14.25.02 Koordinasi forum-forum 

diskusi politik

Terwujudnya kelancaran 

administrasi parpol
Parpol 10 390.345.925       10 47.271.900        10 53.549.925              53.549.925                -                          -        -                          -          -                      -        -                        -                - -                                     -                        - 10 47.271.900                       100,00 -                       

4.04.4.04.14.25.03 Pembinaaan Ormas/LSM 

dalam bidang 

Kesbangpol

Jumlah pembinaan ormas/LSM

Orang 100 98.184.000         100 19.149.750        100 10.325.000              10.325.000                -                          -        -                          -          -                      -        -                        -                -                          -                 -                        - 100 19.149.750                       100,00 -                       

              - 

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 711,8 2.627.028.425         2.563.528.425    125  187.031.213      -                           #REF! #REF! 125          187.031.213              

      29,56                   9,48 

SR SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kerjasama yang baik dan saling terkoordinasi antar bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Faktor penghambat pencapaian kinerja 

: Dalam pelaksanaan program/kegiatan triwulan berikutnya akan dilakukan optimalisasi pelasanaan program/kegiatan sehingga target yang direncanakan dapat terealisasi.

JUMLAH CAPAIAN KINERJA

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)

JUMLAH CAPAIAN KINERJA

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)

: Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, sehingga kinerjanya masih rendah

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya 



K Rp K Rp K Rp (Renja) Rp (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%
16 17

7 8 9 10 11 12=8+9+10+116
1 2 3 4

5

Ket.

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja dan 

Realisasi Anggaran Realisasi 

Anggaran Renstra Tahun 2017 (%)

No Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(outcome)/Kegiatan (output)

Satuan 

Indikator 

Kinerja 

Prog. 

(Outcome) 

Kegiatan

Target Renstra SKPD pada 

Tahun 2021 (Akhir Periode 

Renstra )

Realisasi Capaian Kinerja 

Renstra SKPD s.d Renja 

SKPD Tahun 2016

Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2017

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran Renja Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja 

dan Realisasi Anggaran 

Renja Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra s/d Tahun 

2017 (Akhir Tahapan 

Pelaksanaan Renja)

Unit SKPD 

Penanggun

g Jawab

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : Diharapkan adanya singksronisasi anggaran antara RENJA dengan DPA agar tidak tumpang tindih dalam pembuatan Evaluasi Renja pada tahun berikutnya

Disusun Dievaluasi

Watansoppeng, 13  April  2017 …………………., tanggal ……………………

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kepala BAPPELITBANGDA

Kabupaten Soppeng Kabupaten Soppeng

Drs. DIPA, M. Si

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19680102 199603 1 005Nip : 19611213 198201 1 007

Drs. ARAFAH, Sm, Hk, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda



-                   


	SAMPUL EVALUASI RENJA.pdf (p.1)
	1 DAFTAR ISI.pdf (p.2)
	2 KATA PENGANTAR DAN ISI.pdf (p.3-19)

